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RINGKASAN HASIL PENELITIAN 

 

 
Penelitian ini menggali evaluasi kinerja keuangan anggaran Provinsi Yogyakarta melalui 
analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari tahun 2012 hingga 2022. Evaluasi ini 

berpusat pada konsep Value for Money (VfM), menekankan pengelolaan dana publik 

yang efisien, efektif, dan ekonomis. Studi ini menyoroti pentingnya melibatkan pemangku 
kepentingan dalam proses penganggaran untuk meningkatkan akuntabilitas, memastikan 

bahwa sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas strategis. LRA berfungsi sebagai 
alat penting untuk mengukur kinerja keuangan Provinsi D.I Yogyakarta dengan 

memberikan wawasan tentang realisasi pendapatan, pengeluaran, transfer, dan 
pembiayaan, memungkinkan penilaian komprehensif manajemen keuangan pemerintah 

terhadap target anggaran yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rasio ekonomi rata-rata sebesar 93%, dengan pengecualian pada tahun 2013 yang 
mencapai 102%. Rasio efisiensi menunjukkan angka di bawah 100%, menandakan 

kinerja keuangan yang baik, kecuali pada tahun 2015 di mana rasio efisiensi mencapai 
103%, menunjukkan ketidakefisienan. Pada tahun 2020, rasio efektivitas mencatat angka 

terendah sebesar 92%, namun rata-rata rasio efektivitas selama periode 2011-2022 

adalah 102%, menunjukkan bahwa kinerja keuangan secara umum efektif. 
 

Kata kunci : kinerja keuangan; rasio ekonomi; rasio efisiensi; rasio efektivitas; 
value for money; Provinsi DIY 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
I.1 Latar Belakang 

 

Otonomi daerah di Indonesia sudah diberlakukan lebih dari satu 

dasawarsa. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan adanya 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

daerah (jogjaprov.go.id). Otonomi daerah diartikan sebagai penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan otonomi daerah, suatu daerah memiliki hak yang lebih besar 

dalam penyelenggaraan daerahnya sendiri. 

Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan tanggung jawab bagi 

daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka otonomi daerah, ada beberapa 

langkah yang dapat dilakukan, seperti (Thamrin, 2019): 

1) Meningkatkan transparansi: Transparansi adalah kunci untuk membuat 

pemerintah daerah lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus 

memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah 

jelas, tepat, dan terlengkap. 

2) Meningkatkan ketertiban: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa 

kebijakan yang diberikan adalah konsisten dan menjamin hak-hak 

masyarakat, termasuk hak-hak otonomi daerah. 

3) Meningkatkan pengelolaan keuangan: Pemerintah daerah harus 

memastikan bahwa anggaran yang dianggarkan dan realisasi anggaran 

adalah efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa 

dana yang dianggap diteruskan ke proyek-proyek yang berkaitan dengan 

tujuan otonomi daerah. 

4) Meningkatkan partisipasi masyarakat: Pemerintah daerah harus 

memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. 
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5) Meningkatkan pengembangan sumber daya: Pemerintah daerah harus 

memastikan bahwa sumber daya yang ada di daerah dapat digunakan 

secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan otonomi daerah. 

6) Meningkatkan pengembangan keterampilan: Pemerintah daerah harus 

memastikan bahwa para pemerintah daerah memiliki keterampilan yang 

diperlukan untuk mengelola otonomi daerah secara efektif dan efisien. 

Pemerintah daerah juga berwenang untuk menetapkan indikator kinerja 

sebagai landasan untuk menilai kinerja pemerintahan. Indikator kinerja 

pemerintah sendiri, bisa diukur dengan pengukuran kinerja kuantitatif/ keuangan 

dan pengukuran kinerja kualitatif/ pelayanan. Pengukuran kinerja keuangan 

pemerintah daerah bisa menggunakan beberapa indikator sebagai berikut: 

1) Kinerja Keuangan Daerah: Indikator ini menilai pencapaian hasil kerja 

atau pengelolaan keuangan, termasuk anggaran dan realisasi anggaran, 

dengan menggunakan parameter keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan 

atau peraturan selama periode anggaran. 

2) Value for Money (VfM): Indikator ini mengukur kinerja keuangan 

pemerintah daerah dari sudut pandang nilai dana publik. VfM mencakup 

pengelolaan dana publik secara efisien, efektif, dan ekonomis. 

3) Balanced Scorecard (BSC): BSC adalah model pengukuran kinerja yang 

menggabungkan aspek kinerja strategis, internal, dan eksternal. Ini 

memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai keberhasilan, efisiensi, 

dan efektivitas kinerja mereka. 

Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sendiri 

adalah sebagai berikut: 

1) Memperbaiki kinerja pemerintah daerah. 

2) Menyokong penyaluran sumber daya dan proses pengambilan keputusan. 

3) Meningkatkan pertanggungjawaban publik serta meningkatkan 

komunikasi di dalam lembaga. 

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah 

dilakukan dengan konsep Value for Money (VfM), yang merupakan indikator 

kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah pengelolaan 
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anggaran/ dana publik efektif, efisien, dan efektif. VfM mengacu pada 

pengelolaan dana publik dengan cara yang efisien, efektif, dan ekonomis. 

Pengukuran kinerja berbasis anggaran diperlukan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan. Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan 

peluang untuk menafsirkan good governance dengan kebutuhan-kebutuhan dari 

ekonomi global tersebut. 

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan VfM 

dapat dijalankan melalui langkah-langkah berikut: 

1) Aspek Ekonomi: Aspek ekonomi dalam VfM menekankan pengelolaan 

dana publik secara efisien, efektif, dan ekonomis. Penilaian kinerja 

pemerintah daerah dapat difokuskan pada aspek ekonomi, misalnya 

melalui pengevaluasian belanja daerah yang lebih rendah dari yang 

direncanakan. 

2) Ketercapaian Efisiensi: Efisiensi dalam konteks VfM berarti pengelolaan 

dana publik yang optimal untuk mencapai output yang diinginkan. 

Penilaian kinerja pemerintah daerah bisa dilakukan dengan melihat sejauh 

mana belanja daerah memenuhi spesifikasi output yang diinginkan. 

3) Keberhasilan Efektivitas: Efektivitas VfM mengacu pada pencapaian 

tujuan yang diinginkan melalui pengelolaan dana publik. Evaluasi kinerja 

pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana belanja 

daerah mencapai hasil atau output yang sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan. 

Penelitian terdahulu oleh Polii et.al (2020) menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015-2017 yang dihitung 

dengan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas menunjukkan hasil yang baik 

dengan persentase berada di atas 85%. Penelitian Perdana et.al (2020) 

memberikan hasil bahwa APBD Kota Surabaya selama kurun waktu 2014-2018 

menunjukkan bahwa rasio ekonomi, rasio efektifitas dan rasio efisiensi 

menunjukkan performa yang baik.  

Namun berdasarkan penelitian Sella (2018), efektivitas dan efisiensi 
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realisasi anggaran Kelurahan Kutoanyar Kabupaten Tulungagung periode 2013-

2017 dikatakan masih kurang efektif karena realisasi anggaran belanja memiliki 

perbedaan jauh dengan target anggaran belanja. Penelitian Susanto (2019) 

mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Mataram tahun 

2012-2015 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektifitas 

dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian 

pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio 

pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, 

sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk 

pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih 

besar dari belanja modal. Diharapkan Pemda Kota Mataram dapat lebih 

meningkatkan PAD, serta melakukan skala prioritas alokasi belanja daerah. 

Berdasarkan fenomena tersebut dan berdasarkan penelitian terdahulu yang 

menunjukkan hasil yang berbeda, dengan mengukur rasio ekonomis, efisiensi, dan 

efektivitas, kita dapat mengetahui apakah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) memiliki kinerja keuangan yang baik, serta apakah realisasi 

anggaran belanja sesuai dengan program atau kegiatan yang direncanakan sampai 

realisasinya. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diuraikan rumusan masalahnya  sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan pada laporan realisasi anggaran Provinsi 

Yogyakarta pada Tahun 2012 - 2022? 

2. Bagaimana rasio ekonomis pada laporan realisasi anggaran Provinsi 

Yogyakarta pada tahun 2012 - 2022? 

3. Bagaimana rasio efisiensi pada laporan  realisasi anggaran Provinsi 

Yogyakarta pada tahun 2012 - 2022? 

4. Bagaimana rasio efektivitas pada laporan realisasi anggaran Provinsi 

Yogyakarta pada tahun 2012 - 2022? 

  


